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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari praktik poligami yang 

menjadi sebab perceraian dengan istri pertama dalam prespektif fiqh kontemporer. Permasalahan 

yang didapat adalah persoalan ajuan perceraian yang diajukan oleh istri pertama ketika mengetahui 

suami melakukan praktik poligami dan pengadilan agama menyetujui perceraian tersebut dengan 

pertimbangan sesuai Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan poligami di Indonesia merupakan 

praktik yang sudah banyak dijumpai dengan menyalah gunakan kewenangan seorang laki-laki 

yang berpendapat atas dasar surat An-nisa’ ayat 3 bahkan sudah banyak kampanye poligami 

melalui pelatihan interaktif yang menghadirkan praktisi poligami. Padahal poligami merupakan 

hal yang dinomer kesekian setelah memperbaiki hubungan rumah tangga dengan istri yang 

ُ    ُ  ه ُ  ل ساُ  بل نُ   nabutkeynme gnay 187 taya orohqaB-lA taurs “ سابُ   ل مُ   ُ  تنُ   ُ  او مُ   كُ    ُ 

berdasarkan itu hal pertama 

ُ  ن  ُ ُ  ه   ُ  ل   ُ  ”  .  Namun  istri  dapat  mengajukan  gugatan  cerai  ke  pihak  pengadilan  agama  

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menyatakan bahwa “putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 

perceraian”. 
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PENDAHULUAN 

Poligami memang diperbolehkan 

dalam Islam, boleh bukan berarti dianjurkan 

apalagi menyamakan dengan sunnah. 

Poligami merupakan hal yang sudah banyak 

ditemui di Indonesia, bahkan poligami 

menjadi hal yang istimewa sehingga banyak 

kampanye dan pelatihan mengenai membina 

rumah tangga poligami yang harmonis. 

Berdasarkan data statistik yang ada, 

tingginya tingkat perceraian salah satu 

penyebabnya adalah poligami, berbagai 

alasan dilakukan laki-laki untuk meluluhkan 

hati istri pertama agar diizinkan untuk 

berpoligami, mereka tidak berfikir untuk 

memperbaiki permasalahan rumah tangga 

dengan istri pertamanya. 

Permasalahan rumah tangga memang 

banyak dan beragam, namun bukan berarti 

poligami adalah solusi yang tepat. Islam 

adalah agama rahmatan lil alamin dan 

pastinya setiap masalah ada solusi yang 

diberikan, termasuk permasalahan dalam 

rumah tangga. Bahkan dalam hukum negara 

jika suami ingin berpoligami maka ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, hal itu 



menyebabkan banyak laki-laki yang 

berpoligami tanpa mendaftarkan pernikahan 

mereka ke hukum negara, padahal negara 

sudah sedemikian rupa menata sebuah 

keadilan, karena laki-laki yang hendak 

berpoligami tidak memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh hukum negara, maka mereka 

hanya menikah sesuai syariat islam. Pada 

kasus ini permasalahan yang dialami yaitu 

saat suami tidak mempunyai syarat khusus 

dalam melakukan poligami, hanya saja ia 

menuturkan bahwa ia bertemu dengan wanita 

cantik dari masa lalunya dan kebetulan 

wanita tersebut belum menikah, karena sudah 

kenal lama maka kedua pihak tersebut 

memutuskan untuk menikah tanpa mendaftar 

ke pengadilan agama, meskipun dari pihak 

laki-laki sudah mempunyai istri dan mengaku 

bisa membiayai kedua istrinya. 

Namun pada saat istri pertama 

mengetahui permasalahan tersebut, ia 

langsung mendaftarkan gugatan cerai ke 

pihak pengadilan agama karena ia merasa 

terkhianati oleh suaminya, dia bahkan sempat 

bertanya kepada suaminya, apa alasanya 

untuk berpoligami, sedangkan istri pertama 

masih mampu memenuhi segala kewajibanya 

sebagai istri bahkan mereka telah dikaruniai 

seorang putra yang masih berumur 7 tahun, 

karena istri pertama adalah istri yang sah 

secara syariat dan hukum negara, ia 

mempunyai hak perlindungan dari negara, 

jika ia merasakan kecemasan, ketakutan dan 

permasalahan maka ia dapat melaporkan 

kepada pihak berwajib, sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan. Begitupun 

tentang perceraian, istri boleh menggugat 

suami ke pengadilan agama jika terjadi 

sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan 

baik, dan pihak pengadilan agama dapat 

mengabulkan gugatan jika memenuhi poin- 

poin yang telah digariskan. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Poligami dalam bahasa fiqh Islam 

dikenal dengan istilah ta'addud az-zaujat 

( تاجزولا ددعت   ),  yang  memiliki  arti  seorang 

laki-laki   diperbolehkan    mengawini 

perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat 

jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya 

empat. Menurut  Kamus   Besar   Bahasa 

Indonesia online poligami adalah tradisi 

seorang pria beristri lebih dari seorang. 

Poligami berasal dari bahasa yunani “polus” 

dan “gamas”, polus yang memiliki arti 

banyak dan gamas  yang memiliki arti 

perkawinan.   Dari kedua    kata  tersebut, 

poligami  didefinisikan  sebagai    suatu 

pernikahan yang banyak atau lebih dari 

seorang. Praktik  perkawinan  poligami 

merupakan masalah kemanusiaan yang telah 

terjadi sejak dahulu kala, sebelum Islam 

datang, poligami sudah dipraktekkan oleh 

bangsa-bangsa  eropa, seperti:    Rusia, 

Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, dan lain 

sebagainya (poligami berbagai prespektif). 

Dalam tafsir ibnu kathir yang 

dikarang oleh Imam Ibn Kathir menafsirkan 

ayat tersebut “Dan jika kalian khawatir tidak 

dapat berbuat adil (jika menikahi) perempuan 

yatim, maka nikahilah perempuan lain, 

karena yang juga banyak dan Allah tidak 

membatasinya. Nikahilah perempuan lain 

jika kalian menghendaki satu, dua, tiga, atau 

empat, tidak boleh lebih. Tapi jika khawatir 

tidak mampu berbuat adil dengan istri lebih 

dari satu, maka cukup satu saja (Ibn Kathir, 

1980: 450-451). 



Dalam tafsir Al-Mishbah yang 

dikarang oleh Prof. Quraish Shihab 

menekankan pada kalimat “Nikahilah dua, 

tiga, atau empat” bahwa ayat ini tidak 

membuat peraturan tentang poligami. Ayat 

ini hanya berbicara tentang kebolehan 

berpoligami dengan pintu kecil yang hanya 

boleh dilalui oleh pria yang amat 

membutuhkanya dengan syarat yang berat 

(Tafsir Al-Mishbah, 2000:321-328) 

Ada beberapa yang perlu digaris 

bawahi pada surat An-Nisa’ ayat 3 di mana 

ayat tersebut tidak membuat peraturan baru 

tentang poligami, karena poligami telah 

dikenal dan dilaksanakan oleh penganut 

berbagai syariat agama dan adat istiadat 

masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan 

apalagi mewajibkanya. Ia, hanya berbicara 

tentang bolehnya poligami bagi orang-orang 

dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri 

dengan anjuran untuk bermonogami (Rajafi, 

2018:12). Namun seiring berkembangnya 

waktu, praktik poligami semakin bertolak 

belakang dengan hukum yang sudah berlaku, 

dan banyaknya kasus perceraian yang 

disebabkan oleh poligami. Oleh karena itu 

dibutuhkan pelurusan pemaknaan atas 

penjelasan yang sudah ada. 

م، لاـسإلا  يف  حبـام  زئـاج  ـاتجلزوا  ددـعت  نإ

 أو لحاجة مرغوب فيه إالولـيس كـل مبـاح مرغوبـا فيـه، فهـو غـير 

 ـالجالر تـلقو الحـروب عقب طارئ ظرف معالجة مثل ضرورة،

 دقو .اذاقنوإ ايناسنإ لاعم ددعتلا نوكيف ،ءاسنلا ةثـركو

 ،لـجالر مـنه ببـسب  وأ ،ةمـرألا مـقع ببـسب ددعتلا نوكي

 ددـعت ثـلم ةيلماـسإلا ةوعدلـا ـرشنب قلـعتت ـراضغأل وأ

 ملسو هيلع هللاا ىـلص ـولسالر ـاتجوز

Artinya: Poligami boleh dan diperbolehkan 

dalam Islam, dan tidak semuanya 

diperbolehkan.Tidak diinginkan 

kecuali untuk kebutuhan atau 

kebutuhan, seperti menghadapi situasi 

darurat setelah perang, membunuh laki- 

laki dan banyak perempuan, jadi 

poligami adalah kemanusiaan dan 

tindakan penyelamatan. Poligami bisa 

karena kemandulan wanita, atau 

kelalaian pria, atau untuk tujuan yang 

berkaitan dengan penyebaran 

panggilan Islam, seperti poligami istri- 

istri  Rasulullah  SAW.( ىفطصم نب   ةبوه   يليحزلل   

طيوسلا ريسفتلا   , يليحزال , 1442, juz 1: 282) 

Ridhwan (2019:285) menyebutkan 

bahwa dalam tafsir Al-Manar poligami 

merupakan sesuatu yang darurat, artinya 

poligami hanya diperbolehkan jika ada 

kebutuhan untuk melakukanya dengan syarat 

berlaku adil, di mana hal tersebut bagi 

manusia adalah sangat sulit dan bahkan tidak 

mungkin untuk melakukanya. poligami 

merupakan sesuatu yang rumit dalam Islam, 

status hukum poligami dalam tafsir al-manar 

tidak dihalalkan secara mutlak dan tidak 

diharamkan secara mutlak, namun dalam 

kondisi tertentu poligami tetap 

diperbolehkan. Namun pernikahan poligami 

diperketat aturanya, dengan pembatasan 

jumlah dan persyaratan harus adil, dan 

seorang laki-laki berada dalam maghligai 

poligami harus bisa bersikap senetral 

mungkin dan pernikahan ideal menurut Islam 

adalah monogami dengan menampilkan 

kelemahan manusia dakam berlaku adil, dan 

faktor utama yang melandasi haramnya 

poligami dalam tafsir al-manar adalah 

kondisi pernikahan pada saat itu jauh dari 

maslahat dan banyak menimbulkan 

mafsadah. 



 ال  نأ بحتسي نهأ ىلإ لةبانحالو ةيعفاشلا ذهب

 ةجاح  ريغ نم دةحاو ةامرأ ىلع حاكنلا يف لجالر دييز

 ظاهرة.

Artinya : Menurut madzhab Syafi'i dan 

Hambali berpandangan bahwa 

dianjurkan bagi seorang pria untuk 

tidak menambahkan lebih dari satu 

wanita pada satu wanita dalam 

pernikahan tanpa kebutuhan yang 

jelas.  ( –  ةيملسالإا نوئشلاو   فالوقأا   ةرازو   ةييتوكلا  ةيهفقلا  ةعوسوملا   

, تيوكال , 14: 220) 

Di Indonesia, ketentuan tentang 

poligami diatur oleh Undang-undang No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan khususnya 

bab 1 pasal 3 sampai dengan pasal 5 dan 

peraturan  pemerintah tentang 

pelaksanaannya termaktub dalam Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975, bab VII, pasal 

40 sampai dengan pasal 44, yang mana 

kesemuanya mengacu pada tujuan menjaga 

kehormatan wanita agar tidak terjadi adanya 

tindakan di luar ketentuan hukum, dengan 

jelas bahwa didalam pasal 3 Undang-Undang 

Perkawinan tahun 1124 termaktub dengan 

bunyi;     “Pada     asasnya     dalam     suatu 

(antara suami istri), perpecahan. Sedangkan 

jika kata cerai dibubuhi awalan menjadi 

bercerai, maka maknanya adalah; tidak 

bercampur (berhubungan, bersatu, dst) lagi, 

berhenti berlaki-bini (suami istri). Sedangkan 

dalam kitab fiqh madzahib al arba’ah 

perceraian yaitu: 

 حاكنلا زالةا نهاب حلاطصلا يفق الَ   طلا

Artinya: “Perceraian secara istilah adalah 

melepaskan status 

pernikahannya.” (kitab fiqh 

madzahib al arba’ah, 1989:IV: 

289). 

Lebih lanjut perceraian menurut UU 

Perkawinan dan dijabarkan dalam PP No. 9 

tahun 1975, yakni perceraian yang gugatan 

cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif 

suami atau istri kepada Pengadilan Negeri 

yang dianggap terjadi beserta segala akibat 

hukumnya terhitung sejak saat 

pendaftarannya pada daftar pencatatannya 

oleh Pegawai Pencatat di kantor catatan sipil 

. Dasar hukum perceraian bagi umat Islam di 

Indonesia adalah: 
َ  لط  اَ  ذَ  او   َ  لبَ      ءَ   َ  اس’نَ   لا  مَ  تقَ   َ 

َ    َ  هوَ   كَ   سمَ   َ  ا   نهَ    َ  لجَ    َ  ا  نغَ   وَ   َ  ا  فوَ   رعَ   مب  نَ 
perkawinan seorang pria hanya boleh   َ  

mempunyai seorang istri, seorang wanita   َم
   َ

 و ن

 ارا ارَ   ض

دَ   َ  تعَ   َ  ت’ل

 َ   اوَ   

 الَ   و

كَ   سمَ   َ  ت
َ      وَ     نَ 

َ    َ  هوَ   ح    نَ 

فوَ   رَ   عَ   مَ   

   َ 

 ر’َ   س

hanya boleh memiliki seorang suami.” Pasal   َمَ   ظل   د 

 ق  ف   ه فسَ   ن  

 زَ  

َ      اوا عَ   فَ   يَ 

 كَ    ل  ذ  لَ   

َ للَ   َ  َ  َ   َ  َ  تتَ     الَ   و َ 
 َ  يَ   ا  اوَ   َ   َ  

dalam undang-undang yang menerangkan مَ   كَ   َ ح

 ب َ ة 

 لَ   وا

  َ  ا َ  امَ   و
 لَ    زَ   نَ 

 نم’  مَ   كَ   يَ   َ  لع

 تَ   كَ   لَ   ا

َ  لع

يَ   

كَ   

 مَ   

  او
 َ
َ     اوَ   رَ   كَ   ذ

َ للَ      َ  مَ   ع  َ 

tentang poligami yaitu: Pasal 40 “Apabila ء َ 

م َ لي ع  َ 

 ىَ   ش

 اوَ   َ   مَ   َ  لعَ    او

َ    َ  ا َ للَ      نَ   َ  

 ل’َ   كَ   

َ للَ   تاو َ 

قَ  َ  

 اوَ  

م َ ك عظَ    ه,   َ 

seorang suami bermaksud untuk beristri lebih 

dari seorang, maka ia wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis ke Pengadilan” 

(Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri). 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Online perceraian memiliki 

beberapa makna, sebagai kata kerja (v) ia 

bermakna; pisah, putus hubungan sebagai 



suami istri, talak. Sebagai kata benda (n) 

bermakna; perpisahan, perihal bercerai 
 (ةرقبلا :١٢٣ (

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri 

istrimu, lalu mereka mendekati 

akhir iddahnya, maka rujukilah 

mereka dengan cara yang ma'ruf, 

atau ceraikanlah mereka dengan 

cara yang ma'ruf (pula). Janganlah 

kamu rujuki mereka untuk memberi 

kemudharatan, karena dengan 



demikian kamu menganiaya 

mereka. Barangsiapa berbuat 

demikian, maka sungguh ia telah 

berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Janganlah kamu jadikan 

hukum-hukum Allah sebagai 

permainan... ” (QS. al-Baqarah : 

231) 

Ayat di atas mengutarakan cara yang 

dilakukan oleh suami yang telah 

menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebab 

turunnya ayat tersebut ada dua yakni; (1) 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas 

bahwa pada masa Rasulullah saw ada seorang 

laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian 

sebelum masa iddahnya itu habis, dia 

merujuknya kembali. Setelah itu 

dijatuhkannya talak lagi kemudian rujuk lagi. 

Hal ini dilakukan untuk menyakiti dan 

menganiaya istrinya tersebut, maka turunlah 

ayat tersebut; (2) Riwayat yang diceritakan 

oleh as-Suddi bahwa ayat tersebut diturunkan 

berkenaan dengan tindakan seorang sahabat 

dari golongan Anshar yaitu Tsabit bin Yasar 

yang telah menceraikan istrinya. Setelah 

masa iddah istrinya tinggal dua atau tiga hari 

ia rujuk kepada istrinya tersebut, kemudian 

dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan 

untuk menyusahkan istrinya, maka turunlah 

ayat itu, untuk melarang perbuatan tersebut. 

(Tafsir Ayatul ahkam, jilid 1:154) 

Selanjutnya adalah dasar hukum dari 

sisi aturan perundang-undangan di Indonesia. 

Pertama adalah Undang undang Nomor 7 

Tahun 1989 Pasal 65, yang menyebutkan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Adapun di 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 

disebutkan; Perkawinan dapat putus karena, 

a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan 

pengadilan. Pasal 114; Putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 

perceraian. Dan Pasal 115; Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

Melalui dasar hukum yang telah 

diuraikan, maka perlu dikutip pula pendapat 

Syaikh Hasan Ayyub dalam kitab fiqh al- 

usroh al-muslimah yang menjelaskan tentang 

hukum dari perceraian yang harus dilihat dari 

sisi 'illat-nya yang membentuk produk 

hukum yang variatif dan diklasifikasi pada 

lima hukum sesuai dengan ketentuan hukum 

taklif, yakni: 

1.  Wajib, yaitu cerainya orang yang 

melakukan ‘ila (sumpah suami untuk 

tidak menggauli istri) setelah 

menunggu apabila ia menolak fai’ah 

(kembali menyetubuhi istrinya) 

dicerai yang dilakukan dua hukum 

dalam kasus percekcokan apabila 

keduanya melihat cerai lebih baik 

bagi pasangan suami istri itu. Begitu 

juga setiap cerai yang tanpanya hidup 

menjadi bahaya, yang biasanya tidak 

dapat ditahan oleh suami istri, atau 

tidak adanya cerai menjadi penyebab 

terjerumusnya mereka (suami istri) ke 

dalam lembah kemaksiatan. 

2. Makruh (dibenci), yaitu cerai tanpa 

ada hajat. Ada beberapa riwayat 

mengenai cerai ini : 



a.  Hukumnya haram, karena 

mendatangkan mudharat bagi diri 

sendiri dan istri, serta menghilangkan 

tebusan kepada suami. Allah swt 

berfirman: 

َ    َ  هوَ   َ  لضعَ   َ  ت  الَ   و   َ  تل  نَ 
 َ

  بَ   بَ     اوَ   َ  بهَ  
  ضعَ 

َ      وَ   مَ   َ  تيَ   َ  تا  اَ   م َ   ا   نَ    نَ   َ  ا  الَ   َ 

َ  ي  نَ    يَ   َ  تاَ   َ 

maslahat yang mereka peroleh tanpa ة ةَ   َ  ني’َ   بَ   م َ 

 ش
 حَ   اَ  فبَ  

ada hajat. Karena itu hukumnya 

haram, sama seperti memusnahkan 

harta benda. Juga berdasarkan sabda 

nabi saw, “Tidak boleh 

membahayakan diri sendiri dan orang 

lain”. 

b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi saw, 

“Perkara halal yang paling dibenci 

Allah adalah cerai.” Dalam lafazh lain 

disebutkan, “Allah tidak 

menghalalkan sesuatu yang lebih 

dibenci-Nya dari pada cerai.” (HR. 

Dawud, isnadnya cacat). Cerai yang 

dibenci adalah yang tanpa hajat, dan 

Nabi saw menyebutkan halal. Juga, 

karena cerai meniadakan pernikahan 

yang mengandung maslahat maslahat 

yang dianjurkan, sehingga hukumnya 

makruh. 

c. Mubah (boleh), yaitu ketika ada hajat, 

baik karena buruknya perangai istri 

dan pergaulannya dan karena istri 

dirugikan tanpa mencapai tujuan. 

d. Mandub (dianjurkan), yaitu ketika 

istri melalaikan hak-hak Allah yang 

wajib; seperti shalat dan sebagainya, 

dan suami tidak bisa memaksanya, 

atau suami mempunyai istri yang 

tidak menjaga kesucian moral. Dalam 

kondisi ini, tidak ada larangan 

melakukan ‘adhl (melarang istri 

menikah dengan orang lain dengan 

cara menahannya, padahal suami 

sudah tidak menyukainya) dan 

mempersulit istri dengan membayar 

Artinya : Dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah 

kamu berikan kepadanya, terkecuali 

bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata. ” (QS. an-Nisa' : 19). 

Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini 

menjadi wajib. Termasuk cerai yang 

dianjurkan adalah cerai dalam kondisi 

percekcokan, dan dalam kondisi dimana istri 

perlu melakukan khulu’ (perceraian atas 

permintaan istri dengan kompensasi dari 

pihak istri) untuk menghilangkan kerugian 

darinya. 

e. Haram (dilarang), yaitu cerai sewaktu 

haid atau dalam masa suci di mana 

suami telah menyetubuhinya. Ulama 

seluruh negeri dan zaman 

menyepakati keharamannya, dan 

disebut juga cerai bid’ah, karena 

orang yang mencerai itu menentang 

sunnah dan meninggalkan perintah 

Allah swt dan Rasul-Nya. Allah swt 

berfirman : 

َ   عَ   ل نهوَ   َ  قل’َ   طَ  ف.... َ    هَ   تَ   دَ   نَ 

َ   عَ   لَ   اوا صحَ   َ  او  َ  ....ةدَ 
Artinya : "Maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar). ” (QS. ath-Thalaq : 1). (fiqih 

al-usrah al-muslimah, 2002:248) 

Abdurrahaman menjelaskan bahwa 

jika disederhanakan, pandangan normatif al- 

Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama- 

ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua 

persyaratan yang harus dimiliki oleh suami; 



1.  Seorang laki-laki yang akan 

berpoligami harus memiliki 

kemampuan dana yang cukup 

untuk membiayai berbagai 

keperluan dengan bertambahnya 

istri yang dinikahi. 

2.  Seorang laki-laki harus 

memperlakukan semua istrinya 

dengan adil. Tiap istri harus 

diperlakukan sama dalam 

memenuhi hak perkawinan serta 

hak-hak lain. (Abdurrahman, 

2002:198) 

Namun pada alasan-alasan tertentu, 

poligami menjadi pilihan utama khususnya 

pada problem yang bersifat darurat, seperti; 

1.  Istri mengidap suatu penyakit 

yang berbahaya dan sulit 

disembuhkan 

2.  Istri terbukti mandul dan 

dipastikan secara medis tak dapat 

melahirkan 

3. Istri sakit ingatan 

4.  Istri lanjut usia sehingga tidak 

dapat memenuhi kewajibab 

sebagai istri 

5. Istri memiliki sifat buruk 

6. Istri minggat dari rumah 

7.  Ketika terjadi ledakan 

perempuan dengan sebab perang 

misalnya 

8. Kebutuhan suami beristri lebih 

dari satu, dan jika tidak 

menimbulkan kemudharatan di 

dalam kehidupan dan 

pekerjaannya. (Abdurrahman, 

2002:193) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengenai poligami yang menjadi 

sebab perceraian dengan istri pertama pada 

kasus suami yang menikah lagi tanpa adanya 

syarat khusus sedangkan istri pertama masih 

mampu memenuhi semua kewajiban sebagai 

istri, setelah menelaah beberapa pembahasan 

yang telah diuraikan maka hukum poligami 

seperti itu adalah makruh tahrim, hal tersebut 

juga berdasakan pada pendapat lebih kuat 

dalam fiqh kontemporer adalah praktik 

poligami yang terjadi saat ini adalah poligami 

yang tidak produktif. Poligami dilakukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. 

Ketika kebutuhan biologis tersebut dirasa 

cukup dan sudah tidak dibutuhkan lagi, baik 

karena perubahan fisik atau karena anak, 

maka istri tersebut dapat ditinggalkan begitu 

saja. Oleh karenanya, demi meraih konsepsi 

poligami yang tidak positif tersebut, banyak 

laki-laki yang selanjutnya hanya berpoligami 

siri agar mudah pula untuk ditinggalkan 

kapan saja. Sikap para lelaki yang melakukan 

perbuatan tersebut telah membuka paradigma 

para wanita untuk menjadi lebih realistis 

dalam menjalani hidup. Pernikahan tidak lagi 

sebagai pelabuhan hidup di mana istri 

bersandar secara utuh hidup dan 

kehidupannya kepada suami, akan tetapi istri 

pula dapat memiliki hak untuk bekerja secara 

profesional di luar rumah demi kebutuhan 

diri dan untuk membantu ekonomi keluarga. 

Artinya, pada konteks ini, istri tidak lagi 

hanya sebagai objek biologis , akan tetapi 

juga dapat menjadi partner di dalam rumah 

tangga. 

Lebih lanjut hukum gugatan cerai 

yang dilakukan istri pertama kepada 

suaminya adalah mubah (boleh). Hal tersebut 

karena istri merasa dirugikan tanpa mencapai 



tujuan khusus pernikahan. Berdasarkan cerai 

gugat yang dilihat dari sudut pandang 

kesadaran equilibrium di dalam rumah 

tangga telah diciderai karena poligami, 

terlebih lagi poligami yang tidak pernah 

disampaikan (siri), dan ia tidak sedikitpun 

memiliki unsur-unsur yang memberikan hak 

kepada suami untuk berpoligami, seperti (1) 

istri tidak dapat menjalankan kewajiban 

sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

(3) istri tidak dapat melahirkan keturunan 

maka hal tersebut dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran perkawinan. 
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